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BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTU}Lq,N UNIT L,q,YANAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DTTI)A'fI ADAiaEaI\TuL/r n I'r \)l\ \J.u/tt,

SALINAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan
Pasal 130 ayat (1) Perahrran Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pcmerintah sebagaimana teiah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pembahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Bupatr tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
T i-,-1-, D*^^:*^^: T^--,^ 'T^-^^L.Lrr rSALrr r6a"ll I I \ryrrrDJ. (J ctw a. r utlEant,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4. tentang
Pcmcrintahein Dacrah (Lcmbaran I'*Icgara Rcpublik
Indonesia 'l'ahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menimbang

I
Mengingat

I
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-
TT-J^-^ RT^-^- 1D 'T^L,,- -l{i-!,r i-.unciaiig i\omoi- z.t i afi.uii zv in Lentaii8
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambaha-n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
r...-i,..... E)--,,-,i,.:..,,.- L--',.. !.1.,--,-L .1T..,','!'--^-LCii LiijiEl r-t,iiEluiviij-ii-ii r\i, Liar j.E;ai.rr u.at L cii L (ella uar ar

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
l4o.Tambahan Lembaran Negpra Republik
Indonesia Nomor a5781;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OL3
iciii.ang i aEa i-ai a r"uiiij{S&il&&ii Ai}SgaIaii
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1O3,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5a2$;

A lfa*.ririts,1 t.\ D+i'ia-irr{..li l\T,rr'-'.rr a7 '!'ct!rrrii 1n1.1

tentang Pengelolaaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);

a T>^--+ D*-^:;-- !\T^-^- <-,i To!r,,- a.n1r''l
/ . r*€i iiLiii iiii .t-i (,si(iuii i'tiij'j'i.ul ai-t l' alrtlll 2v L\t

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah betrerapa kali t-erakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tah.un 2Ol4
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
.:\T^*^_ <A fTr^1__,* -/i.! a! i^e*anry .!]^-.
i\oiiiui o+ i arii-iii zv Lv teiiiaiig i-eiigacaaii
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia- Ta-hun 2014 Nomor 368,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56a21;

C D--,.i h,rfont-*i T-.,.1,,'e :\f-.'-ri l\lr!le!!r 1?- ?,-lr,,n0(). r-CiiiL(..iirij'i iviv-iiLv-i L iia.La-iil ricE'vrl ai(rrrrvr rv rqrrqrr

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
.. i ^^ I]^-^ i R;f ^- i ori I-iol^ * RT^^opi t-I^*^- 1 ?iiLiio r-giii.Lijiiiji iYtuiiLgi i iiiiiai.Lll riUtsUrl rt(irrr(/l au

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keua-ngan Daerah (Berita Negara Reptrtrlik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 31O);

Z



rvr\.rrl LcrPAdrr

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
-.------.-, --.- D-.-^-- / T..-.-. r'r..-,.-:-..,L J: t:-.-'i Cnga0aan Lrai-ang/ uasa I Cmcilnlan Gi i.ingKungail
Pemerintah Provinsi dan Kabupat en /Kota. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
20o3);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Slagcrr (Lcmbaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1):

1 1. Peraturan Daera-h Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2Ol2 tentarrg Pengelolaan Barang Milik
T\^^-^L /T,.-'1...-..,. n,...-,.1. L-^'t-..^,,i.,,. C-,,,,.,,.lra.\.r anr t!-,r-rrruan anr r\a.tJuPo.L\.rr \rr o,E,urr

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATUP..AN BUPATI TENTA}IG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

e,^^,,'-L-,r a5L r r.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Sragen.
5. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya

r:..^1-,,. r^..^^.. ^..^,.,.1.,,,-. L,,-^-.^,':,,^,,,,1,,1,,L(rls\yl.JLrr !r\.rrBd.rr PLrrBaua.anr r,a.rarrE,/Ja.oa

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
pemerintah daerah -vang prosesnya dimulai da,ri
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
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6. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang danlatau jasa milik
.^^*^-:-+^L ;^^*^L
Hgllr{rr ur Lc[l] (,faasr all.

7. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah
pe,iabat pemegang kewenanga-n pensgunaan angga.ra-n

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya drsebut KPA

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
me!qLc-:r:-:L-':rr celiasiai-, L-+r::+i-iirr#4n rrpirifrTiif:

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Satuan Ke{a Perangkat Daerah.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan
i"^-:^D^-^^^'i--+T-!,-^-,,i- 

-^l-!.----1-,..,iaeija r"Ciiiii$i(3.t Uaefaii jiaiiii urvroDanrq.Aa.rr Saii-l afali
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

lO.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat
ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa
T.-^L,, C-^^^-r\d-lJLIPA.Lrvrr Lf r ctEsr.t.

1 1. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disingkat Po$a ULP
a-clalah kelompok ker.ia yang -berir-rmlah gasal,

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang
1,-*r. ,,..... ,,^1,,'1, ^-i',1..'., -,-1,', ^ ^--ili'n,, nuvrLu;iqo urrL'uiii. iiiUiiiirriiiiiiii(iiii pUiii'iiiiltii] pciii'Criia

bar:ang I jasa pemerintah.
l2. Dokumen pensadaan adalah dokumen yang

ditetapkan oleh UlP/pejabat pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para
^:L^i- ,I^t,,* ' ,^ 1-^ -,,^,, li^--pifiaii (iiiiaiii proses PenSacaaii Da-r€Lii8,l jasa.

13.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan ya-ng menyedia-kan barangl pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

l4.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
^^1 ^-:. Ji^i--i-,-r T T)CF ^i-'1^L ,.-:iit(,iiiiijLii.ifJar. LtI-riIEI\a.L Lrr\)rr, .a"\L.a.r.r'll Ll.rllL J.ar.16

dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan bara-ne/lasa secara- elektronik pada
Pemerintah Daerah.
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BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN

Pasal 2

ULP dibentuk bertujuan untuk menjamin pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan
Perncrintah Daerah secara transparan, l-erintcgrasi dan
terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

/1\ n^..^^.^ D..-..r..-..- D,.^..,: :-: J:L,,-.;,,1- IiI D +;--,. D ,,,.-,,
[1' r.,,LllBa.rl r \-ra.t(rrcur rJL(PclLr LrLr Lry\. D Jo,LL6

berkedudukan pada Sub Bagian Pelaporan Bagian
Pembangrrnan Sekretariat Daerah.

(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

TTr E tr-^-t,,.",..,,vLr vrr lqraqr.

a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah;

b. menyusun rencana pemilihan penyedia
barang/jasa;

c. melakukan auralisa daui incne'.apkan dokumen
pengadaan;

d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di utebsite Pemerintah Daerah, dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
rrrurrJ aruPcLrA.Lr I t\(, lrl lJr:/ ulrL(IA \I,'Lrrrr Lrllr]rcu I,

e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
pralo-ralifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;

g. rnenjawab sanggailiaua <lari pen5redia baring/jasa;
h. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa kepada PA/KPA melalui PPTK:

i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa;
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j. membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Bupati serta memberikan
-^-i ^*^-,,-.-:^-..^1-,.- -..1^1-^^-....- I.^^:^; ^.^PUI Laarr66(IlrSrctwctucLrl ctLc[J PLr4ll'Da1rrctd.rr rrsErJ.ctLcL.l.l

pengadaan barangl jasa kepada PA/ KPA;

k. mengusulka-n pembahan harga perkiraan sendiri
dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;

1. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan,
standar, sistem, dan prosedur pengadaan
barang I jasa pemerintah;
1-.-,p'! .L=<ara oV=*,, rtr-trrl-rir-i':a* ct:t-r-rher rlavq .--r-i.f nttQie

bidang pengadaan barang ljasa;
n. melaksanakan pengadaan barang/-iasa dengan

memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan
pengadaan secara elektronik (e-proanremenQ.

Pasal 5

I TT D ''-a'! ,.-i 1,-..,-r.rrt1.-i.-ri1 r
\J DL LLLVLLTI/qTTJ (I AV vvvrrqal64r.

a. menetapkan dokumen pengadaan;
b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
c. menetapkan pemenang untuk:

1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk
^-1.^r .-,.-.,....r.,^- 1-^-^^,, /^-LpaiieL Pcrigaciaaii Da-rangi pei(eijaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp1OO.O0O,O0O.00O,00 (seratus miliar
rupiah); atau

2) seleksi penunjukan langsung untuk paket
^^*^^-J^^* :^^^ 1.^-^"1{ ^^: 1^^--:1^:pcriga0aan jasa Konsuitasi J-ang ocrnilal paiing
tinggi Rp10.0O0.000.000,00 (sepuluh miliar
rt.piah).

d. mengusulkan penetapan pemenang kepada
PA/KPA untuk penyedia balanglpekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilar dratas
Rp100.OOO.OO0.OO0,0O (seratur miliar rupiah) dan
pen5.'edia jasa konsuLtasi i-ang beru:,ilai di atas
Rp 1O.OOO.000.000,0O (sepuluh miliar rupiah)
melalui Kepala ULP;

e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia
barang/jasa yang melakukan perbuatan dan
li-.1,-L,-n r1,'--,.*t: *,.-:*' ',.* *,.*.'1.....'- dani.iiiLlai.iLi.1i' i)uPci ir PEruPuarr, I/vrrraou@r
pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi
pencantuman dalam daftar hitam; dan

5



f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia
barang/jasa yang melakukan pelanggaran,
__.-L. .^... - .:- i ^i,^ -. ,.,.,.. .,.: t..., ^- r .,,. -PUI U Lrd,Laa-ri i1a.d,tr Lrrru.LAarr st-sLlal AUlt,rrLLrarl

peraturan perundang-undangan.

Bab III
ORGANISASI

D,- -.- 1 4

(1) Susrrnan organisasi ULP dan LPSE:

a. Penanggung jawab ULP dan LPSE;
b. Wakil Penanggungjawab ULP dan LPSE;
L. rl'lJlJr (rllta,LU

d. Wakil Koordinator ULP dan LPSE;
e. Koordinator ULP;
f. Koordinator LPSE.
g. Kepala ULP;
1- o^L--r,.-:,-{.

i. Kelompok Ke{a ULP; dan
j. Staf Pendukung

(2) Bupati bertindak sebagai penanggung jawab ULP dan
LPSE;

{3} Wakii Bupali bcrtindak sebagai wtJa.l penarnggung
jawab ULP dan LPSE;

(4) Sekretaris Daerah bertindak sebag.ai Koordinator ULP

dan LPSE;
(5) Asisten II Sekda bertindak sebagai wakil Koordinator

ULP dan LPSE;
(6) Kepala Bagian Pembangunan bertindak sebagai

Koordinator ULP:
(7) Kepala Kantor Pengelola data Elektronik bertindak

sebagai Koordinator LPSE;
(8) Susunur <;rgtrnisasi ULP sebagaim€ina iiang Lercantutn

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratrtran Bupati ini.

Pasal 7

(L) Iiepala ULP sebagaimana ditraksud daltun Pasal 6
ayat (1) huruf g, secara ex-officro dijabat oleh salah
satu Kepala Sub Bagian pada Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah;
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(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:
a. mcmimpin dan me ngkoordinasiktrn se luruh

kegiatan lingkup ULP;
tr. mengawasi seluruh kegiatan peng.adaan

barang/jasa di ULP;
c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/ KPA;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM
,-l i ITI P darr

f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pember-
hentian anggota Pokja ULP kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Sek:etariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal. 6 a].at
(1) huruf h, dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh
salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagran
Pembangunan Sekretariat Daerah.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. -.,,-: +,,,.,...,rr{-rrry urrJ ar Lu6a'.

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan
rumah tangga;

b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi
-.--^ l:1-,.i.,1-1-^- D..l.i^ T:I D.
Jir.llB uruul-LurAdrr r ur\'Jd Lrr,r,

c. melakukan koordinasi tentang pelaksanaan
pemilihan penvedia barang/ jasa yang dilaksanakan
oleh Pokja ULP;

d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang
digunakan dalarn pelarksanaan pengadaan
barang/jasa;

e. mengagendakan dan mengkoordinasikan
pengaduan masyarakat;

f. mengagendakan dan mengkoordinasikan
sanggahan yang disampaikan olch peny'cdia
barang/jasa;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;

h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
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i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan
Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa oleh
rr^ /r.'n ^.r rl/ t\.raa,

j. membuat laporan secara periodik atas hasil
pe'laksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh
ULP;

k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi
dari barang/jasa terkait spesilikast dan harga
perkiraan sendiri;

1. mclakukan l:cui.Cinasi d,engan LPSE ter"!=-it
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik (e-proanrementl :

m. mengkoordinasikan tenaga ahli/ staf pendukung
dalam proses pengadaan barang/jasa;

ri. incir.critra. dan rrrcrrrbamlu perryelcsaian
pengaduan;dan

o. membantrr penyelesaian sanggahan banding.

Pasal 9

a. Kclompok licrja scbagaimarna dimiiksud dalatm pasal 6
ayat (1) huruf i terdiri dari:
a. Kelompok Kerja Bidang Barang;
b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi;
c. Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan
ti. Kelurnpok Kcr.|a Bidang Jirsa Li.r-irrrtya.

b. Kelompok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga)

orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerj aan.

c. Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diisi olch 'Jm at-au tcnaga ahli pembcri
penjelasan teknis (aanwijzer) sefta dari jabatan
fungsiona l.

d. Pembentukan Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1O

Pokja ULP memp unya-i iugas:
a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga

perkiraan sendiri paket-paket yang akan
dilelang/ seleksi;
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b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuall kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan

-^- i,^-r-^i. i,^*^-tr^ i'],'. ,f t'Ei.j.ci.Iluar,rrtsaall rllJllLlctA AsPalLrcr" rr1/ r\r fr,

c. men)rusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
dan menetapkan dokr-rmen pengadaa-n;

d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai
dengan menjawab sanggah;

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA
--.-r."1- ------- l:^ 1-^.,^.--- !.--^1--.,.i^^.- !---.-..-.4--,!-^: li^^^LiiiLLlr- iJUIii cula uii.I dilui Pcr-cljiLii.j.l f.uituLl Lrr'>r/ Ji1'si1.

lainnya yang bernilai diatas
Rp1O0.000.0OO.000,- (seratur miliar rupiah) dan
penyedia jasa konsultasi yang bernilai di atas
Rp1O.O00.OO0.O0O,- (sepuluh miliar rupiah) melalui

! ?tt n
rNycl-ra \rLr ,

f. menetapkan Pemenang untuk :

1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan baranglpekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling tinggi
Tf * i .^tJ1 i"l/]A fil^;r^r ,-^r/'rl'r f1f1 ,^^-^r..^ *:1:^* H!h'i(p i UU. UUU.UUU.UUU TUU tseraiUs fiiiiiar i:tipiaiii ; ata'Li

2l seleksi atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultasi ya-ng trernilai paling
tinggi Rp10.0O0.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

i3. iiiUiiJai,iiiPai-ti1clii iiviiLci, ctvcalca lrcr.)u Purvrar6@r AUPaqa

PA/KPA melalui Kepala ULP;
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil

pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;

i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP

-^*^^-^i 
^ 

! 
' !;--^ !r-,r.ry *o'!o1=r,-Lo-iiieliS,eneti pelijieGia oarafigijasa y-an$ iiiciiiii.'Lrii.aii

perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran la-inny a; da-n

j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli
kepada Kepala ULP.

Pasal 1 1

t1 vLqa 12v.,**^.irig SeDagaj.iiiiarra CiiiiiaKsi'iii Utiiaiii i-asai o

ayat (1) huruf j berasal dari Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas
membantu ULP.
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(2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhak mendapatkan jenjang karir struktural maupun
a..----.: .--.1 .. .,..,..: 1,..--.--,.-..^ l^.^ ..:^".^^-rLrllBSl\Jr rd,r oL\>Llar ^LludurrPLrar,l 

(lcLll ucrr6d.rr

memerhatikan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA

(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
dengan Perangkat Daerah yang akan melakukan
pengadaan barang/jasa dan Perangkat Daerah terkait
I _-:- 

---^1i111 r I rJ d, .

(2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Iasa
Pemerintah.

Pasai 13

Ilubungan i:erja ULP dengan Perangk-a+* Daerah
meliputi:
a. menvampaikan laporan periodik tentang

perkembangan pelaksanaan pengadaan;
b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai

clerrgan kc'i;uiulrani daiaurr rangka per'ryelcsaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan
barang/iasa;

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD
dalam penyusunan rencana pengadaan
1-^-^-^ /:,..-... .l,--rrar anrts/ Jaoa., uarr

d. melaksanakan pedoman dan petunjuk
pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/iasa
yang diberikan Bupati.

E.,..,.1 1,1

Hubungan kerja ULP dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:
a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka

penyelcsaian persoatlam y.uig tlihadapi dalarr
proses pengadaan barang/jasa;

71,



b. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
c. penyampaian masukan untuk perumusan strategi

r^-- 1- L:: 1. ._ --.-,--.-t-.-.- i.-.--.-.. /:,.^^
'iJaii i iiu iJi liaAarr PLr lxctll dd.r r l.,drall|i/Jd.sd..

Pasal I5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULP

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
-r.... ..:-^l:1,,.. : .l: ,:,,:.,.,, .1,.... ,l; L.,., rTT Di.iilll siliiPiitli-a-i iii (..cijqirr

RAR V
Pasal 16

KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

(l)Anggota Pokja ULP adalah aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi
per.sji a-rar"a.i1 dan kornpelensi berdasaukarr
peraturan perundang undangan.

(2) Anggota Sekret-ariat ULP adalah aparatr-rr sipil
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sragen yang memenuhi persyaratan dan
kornpctensi berdasarkan pcraturan pcrundang
undangan.

(3) Anggota Pokia dan Sekretariat ULP sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat l2l diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 17

(1)Pengeiola ULP dan LPSE diberikan tunjangan
khusus/ insentif.

(2) Resarnya tunjangan khusus/insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penanggung jawab ULP dan LPSE sebesar

Rp4. 500. O0O, - r' bulan;
b. wakil penanggung jawab ULP dan LPSE sebesar

Rp4.4OO.OOO,- / br rlan;
c. kordinator ULP dan LPSE sebesar Rp4.4O0.O0O,-

/bulan;
d. wakil kordinator ULP dan LPSE sebesar

Rp4.300.000,-/bulan;
e. k-ordinator ULP sebcsar Rp4.300.000,- /buLa^t;

t2



f. kordinator LPSE sebesar Rp4.3OO.OOO,-/bulan;
g. ketua Pokja ULP Rp4.2OO.00O,-/bu1an;
.t1. s'uAI LL6rl l5 r Ur\JCI \.rLr r\lJ-t. r. \-r\-r.\.r1-r\-rr- I rJLtLa,LL,

i. anggota Pbkja ULP Rp4.000.000,- /bulan;
j sekretaris pada Sekretariat I-iLP sebesa-r

Rp1. 10O.OOO,-/bulan;
k. anggota Sekretariat ULP sebesar Rpl.O0O.OOO,-

/bulan;
1. staf Pendukung Rp1.000.000,- /bulan.

,T \T\ii-i;'i11rr':r'r lrl-'r:crrq,1 iircnrriif qnl-'=crain-r'=ria.4irnalze::,4

pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai
peraturan perundang-undangarl yang berlaku.

Pasal 18

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
D^!^-:^ T-.^....,,L 6,,.-^-i.^r^L T,-^L., C-^^^- l^.^r-rCl.ctrrJd. LrAWLd.Ll I t-lllulll.l.Ld-lI .(\ctLrLIIJALUrr \)rd,Eul'l LLd.rL

lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak
mengikat.

BAB VI
Pasal 19

EVALUASI DAN PELAPORAN

(1)Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Bupati
melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun
^^1-^1: 1..- ,',.+,.., ^^-.,..1-+.. -.,,.1-+,, ,.-,.1-:'l^DUA(1IJ. trAJr/ ALO.Ll D\/vvCl.r\LLt-WCL!\LLI APO.rJIIA

diperlukan.
{2\ULP melaksa-nakan pela-poran setia-p tahunnya

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAE -LIi
Pasal 20

PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2006 tentang
D--?-,.-t.,!,.,-. Ti,,ii T ...,.,-..* D-,-,,..,.1,,.,-l urlruvllLuArul vrlrL uaJuLaLL r uarSrauaar

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengund€Lngan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
O5 Januari 2015

RAHMAN

r

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 05 Januari 2015
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